
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa dalam menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, 

penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Padang telah melaksanakan ketentuan-

ketentuan formil dalam hal penelitian dan penetapan status barang bukti yang 

disita oleh penyidik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Pasal 

88 ayat (1) dan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun 

dalam menerapkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2009, tidak dilaksanakan penuntut umum secara optimal, karena proses 

pengajuan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika ke pengadilan 

disamakan dengan perkara lainnya, artinya Kejaksaan Negeri Padang tidak ada 

mendahulukan perkara tindak pidana narkotika dibandingkan dengan perkara 

tindak pidana umum lainnya. Dalam penerapan ketentuan materil untuk 

kepentingan pembuktian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

sebagaimana yang diatur pada Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (1), ayat 

(2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak diterapkan 

secara cermat oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang. Penuntut umum 

hanya menerima status pelaku sebagaimana yang telah disangkakan oleh 

penyidik dalam berkas penyidikan perkara tersebut, tanpa menggali bukti-

bukti materil mengenai status pelaku penyalah guna narkotika tersebut, 

sebagai penyalah guna biasa, pecandu, korban penyalahgunaan atau terlibat 

dalam peredaran gelap narkotika.  



 

 

2. Yang menjadi kendala bagi penuntut umum untuk menerapkan ketentuan 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap perkara tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika, adalah karena dalam undang-undang tersebut tidak 

diatur secara jelas langkah-langkah penuntut umum untuk menentukan status 

pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika. Atas kendala tersebut, 

Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung telah mengeluarkan aturan untuk 

menjadi pedoman bagi penuntut umum, yakni berupa Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) Nomor: 04 Tahun 2010 serta oleh Jaksa Agung sebagaimana 

Peraturan Jaksa Agung RI (PERJA) Nomor: 029/A/JA/12/2015 Tentang 

Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi. Namun sifat pembuktian hukum pidana 

yang bersifat materiil tidak dapat diterapkan secara optimal, karena yang 

menjadi parameter dari SEMA dan PERJA tersebut adalah berdasarkan jumlah 

barang bukti narkotika, bukan pada fakta perbuatan dan niat si pelaku tindak 

pidana penyalah guna narkotika. Kendala lain yang dihadapi dalam melakukan 

penuntutan yang paling menonjol adalah masalah ketidakterlibatan penuntut 

umum secara langsung melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus narkotika 

di lapangan yang menyebabkan tuntutan cenderung tidak sesuai dengan 

fakta. Kendala dalam sistem peradilan pidana juga mempengaruhi 

pelaksanaan tugas Kejaksaan yakni kurangnya koordinasi dari penyidik, 

sehingga penuntut umum hanya menerima status pelaku penyalah guna 

narkotika dan jumlah barang bukti narkotika dari berkas penyidikan perkara. 

 



 

 

B. Saran 

1. Agar penuntut umum memperhatikan dan menerapkan ketentuan yang 

diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap pelaku 

tindak pidana penyalah guna narkotika baik secara formil yakni ketentuan 

Pasal 74 ayat (1), Pasal 87 ayat (2), Pasal 88 ayat (1), Pasal 91 Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun secara materil 

yakni ketentuan Pasal 54, Pasal 103, Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga ketika 

meneliti berkas penyidkan perkara harus menggali status pelaku penyalah 

guna narkotika, untuk dapat menentukan, sebagai penyalah guna biasa, 

pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, agar dapat diterapkannya 

pasal-pasal yang tepat dalam surat dakwaan, yang sesuai dengan teori 

keadilan dan teori hukum pembuktian, sehingga tidak merugikan hak-hak 

pelaku penyalah guna narkotika. 

2. Melihat perkembangan kejahatan tindak pidana narkotika, serta kendala-

kendala bagi penuntut umum dalam menerapkan pembuktian bagi pelaku 

tindak pidana penyalah guna narkotika, diperlukan revisi bagi Undang-

undang Narkotika, terutama perbaikan ketentuan mengenai penentuan 

pelaku tindak pidana narkotika yang merupakan pelaku penyalah guna, 

agar pembuktian dan penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana 

narkotika, sesuai dengan bentuk kesalahannya, sehingga hakim dapat 

menjatuhkan putusan yang tepat kepada pelaku penyalah guna narkotika.      

 


